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KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

Sayid Muhammad Sulaiman B.
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini bagaimana mekanisme penerbitan alat peraga kampanyedan
bagaimana bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat peraga kampanye. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kewenangan bawaslu dalam menerbitkan alat peraga
kampanye identifikasi masalah dan menganalisis secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, Mekanisme
penerbitan alat peraga kampanye di atur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang
Penyelengggaraan Pemilu, bahwa KPU dapat memfasilitasi pembuatan APK, yang mana isi
dari APK bentuk dan banyaknya jumlah APK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam
peraturan ini. Pemasangan APK dilakukan pada lokasi tempat yang di tentukan dan
disepakati oleh KPU setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemasangan APK
dalam penulisan ini tidak sesuai dengan mekanisme penerbitan yang di atur yaitu pada lokasi
yang dilarang seperti bahu jalan bandara. Kedua, bedasarkan hasil kajian yang di lakukan
dapat di simpulkan bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye
Pemilihan Umum diantaranya adalah pelanggaran pemasangan APK. Bentuk pelanggaran
pemilu terkait keberadaan alat peraga kampanya merupakan bentuk dari pelanggaran
administrasi yang mana kebanyakan alat peraga kampanye di pasang bukan pada tempat yang
di perbolehkan atau di pasang pada zona yang di larang seperti di bahu jalan bandara sebagai
sanksinya dilakukan penurunan atau pembersihan APK oleh Bawaslu atau Panwaslu dengan
Satuan Polisi pamong praja. Adapun sanksi terhadap pelanggaran dan penertiban APK di atur
dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 73 ayat 2 pelaksanaan dan/atau
tim kampanye dilarang mencetak dan memasang Apk selain dalam bentuk dan ukuran serta
lokasi sebagaimana ditentukan oleh KPU.

Kata-kata kunci: Kewenangan Bawaslu, Menerbitkan dan Alat Peraga Kampanye



RINGKASAN

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

(Sayid Muhammad Sulaiman B.: 2019, 62 him)

Pemilihan umum merupakan suatu pencapai negara demokratis, yang di akui secara global
sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan dan untuk menggelar
pergantian pemerintahan secara berkara.

Berdasarkan teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang di jelaskan oleh Joseph
Schumpeter (Schumpeterian) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang
mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi
politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga
negara. Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau
demokrasi keterwakilan merupakan penerapan realitas politik. Pemilihan umum adalah
sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan
kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis
adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang
demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengedepankan sistem demokrasi, di
Indonesia Pemiliham umum biasa disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara
republik indonesia tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota dewan perwakilan
rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan presiden dan wakil
presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Untuk
mencapai pemilihan umum Sebelum dilaksanakannya pemilihan umum para calon diberi
kesempatan untuk melaksanakan kampanye dalam memperoleh dukungan dan pengenalan
diri kepada masyarakat. Kampanye merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pelaksana
kampanye dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penerbitan alat peraga
kampanyedan bagaimana bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat peraga
kampanye. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan bawaslu dalam
menerbitkan alat peraga kampanye identifikasi masalah dan menganalisis secara kualitatif.

Penelitian hukum ini dilakuakan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan
yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh di olah dan dianalisis deduktif dan induktif.



Hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Mekanisme penerbitan alat peraga kampanye di atur dalam Undang-Undang No 7
tahun 2017 tentang Penyelengggaraan Pemilu, bahwa KPU dapat memfasilitasi
pembuatan APK, yang mana isi dari APK bentuk dan banyaknya jumlah APK sesuai
dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan ini. Pemasangan APK dilakukan pada
lokasi tempat yang di tentukan dan disepakati oleh KPU setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah. Pemasangan APK dalam penulisan ini tidak sesuai dengan
mekanisme penerbitan yang di atur yaitu pada lokasi yang dilarang seperti bahu jalan
bandara.

2. Bedasarkan hasil kajian yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa Pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Umum diantaranya adalah
pelanggaran pemasangan APK. Bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat
peraga kampanya merupakan bentuk dari pelanggaran administrasi yang mana
kebanyakan alat peraga kampanye di pasang bukan pada tempat yang di perbolehkan
atau di pasang pada zona yang di larang seperti di bahu jalan bandara sebagai
sanksinya dilakukan penurunan atau pembersihan APK oleh Bawaslu atau Panwaslu
dengan Satuan Polisi pamong praja. Adapun sanksi terhadap pelanggaran dan
penertiban APK di atur dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 berdasarkan Pasal
73 ayat 2 pelaksanaan dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang Apk
selain dalam bentuk dan ukuran serta lokasi sebagaimana ditentukan oleh KPU.
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